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Abstract 

This study aims to analyze the prosecutor's role in countering the appeal of narcotics 
defendants and the impact of counter-memorandum on appellate court decisions. The issue arises from 
the increasing number of appeals filed by narcotics defendants seeking lighter sentences. The research 
employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data sources include 
primary and secondary legal materials, particularly court decisions. The findings reveal that 
prosecutors play a strategic role by preparing counter-memorandums that significantly influence 
appellate outcomes. In Decision No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp, the prosecutor's counter-memorandum 
contributed to the appellate court's decision to increase the defendant's sentence to 8 years in prison 
and a fine of IDR 1,000,000,000.00, with a subsidiary penalty of 6 months. 

Keywords : Prosecutor, Appeal, Narcotics Coviction 

Abstrak 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dalam mengimbangi banding terdakwa 
perkara narkotika dan pengaruh kontra memori banding terhadap putusan tingkat banding. Masalah 
yang diangkat adalah semakin seringnya terdakwa narkotika mengajukan banding untuk 
mendapatkan keringanan hukuman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk 
putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran strategis melalui 
penyusunan kontra memori banding yang berdampak signifikan dalam mempengaruhi keputusan di 
tingkat banding. Dalam Putusan No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp, kontra memori jaksa berkontribusi 
pada pemberatan hukuman terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjadi 8 tahun penjara 
dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. 

Kata  Kunci : Jaksa, Banding , Pemidanaan Narkotika 

1. PENDAHULUAN 

Konsep pemidanaan yang diterapkan selama ini terhadap penyalahguna, 

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika belum berjalan sesuai dengan 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/
mailto:dea.210510098@mhs.unimal.ac.id
mailto:muhammad.hatta@unimal.ac.id
mailto:elidarsari@unimal.ac.id


PERAN JAKSA DALAM MENGIMBANGI BANDING TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN 
NARKOTIKA (Studi Putusan : No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp) 
Dea Aprillalita, Muhammad Hatta, Elidar Sari 

Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025 

 

 

 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/  

 

kehendak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya 

disebut Undang- Undang Narkotika).1 Hukuman penjara masih menjadi hukuman 

utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kebiasaan pelaku untuk 

melakukan penyalahgunaan narkotika adalah pada awalnya mencoba sehingga 

merasa ketagihan dan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan 

ketergantungannya dengan berbagai cara.2 

  Kejaksaan Republik Indonesia atau biasa disebut kejaksaan adalah lembaga 

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta 

kewenangan lain berdasarkan undang-undang.3 Kejaksaan merupakan satu-satunya 

lembaga penegak hukum yang di dalam sistem peradilan pidana  Indonesia 

mempunyai hak untuk melakukan penuntutan melalui para penegak hukumnya.  

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang 

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang.4 Jaksa sebagai pemegang tunggal kuasa penuntutan 

dapat mengajukan penuntutan terhadap terdakwa di sidang pengadilan, disebut 

requisitoir.  Selain itu, kejaksaan juga mempunyai kedudukan sentral dalam 

penegakan hukum, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu 

kasus dapat atau tidak dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah 

sebagaimana menurut hukum acara pidana dengan mempertimbangkan asas 

peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir 

(ultimum remedium) dan pemulihan pelaku.  

 Banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa 

penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan 

                                                             

1 Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Penyalahguna Narkotika, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1.1, Maret 2018, hlm. 31-42. 

2 Zainab Ompu Jainah, Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemebrantasan 
Tindak Pidana Narkotika, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hlm. 4. 

3 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia 

4  Ibnu Sahal, “Menggugat Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional” Vol. 9, No. 1, April 2021, 
Hal.5 
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pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan 

tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan- kesalahan didalam 

pengambilan putusan.5 Upaya banding dilakukan dengan tujuan untuk menjaga-jaga 

apabila hakim membuat kekeliruan atau kesalahan dalam pengambilan putusan.6 

Dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus narkotika, 

terdakwa sering mengajukan banding sebagai upaya untuk mengurangi atau 

mengubah putusan hukuman yang djatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. 

Dalam situasi ini jaksa berperaan sebagai pihak yang mempertahankan putusan 

pengadilan atau meneghadapi argumen banding dari terdakwa. 7 

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 

Pertimbangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum banding yaitu Jaksa wajib 

mengajukan banding jika terdakwa mnegajukan banding, jaksa juga dapat 

mengajukan banding untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah 

dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan dan memori banding. Jaksa juga 

menerapkan prinsip equality before the law, yaitu persamaan hak didepan hukum.  

Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika didasari pada berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik. 

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas 

semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga 

terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum acaranya.8  Jaksa 

akan memepertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, mulai dari 

tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan samapai pada 

                                                             

5  Iskandar Oeripkartawinata (1981). "Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan 
Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". Jurnal Hukum dan 
Pembangunan. 11 (5): 445. 

6  Marwan Effendy, Kejaksaan RI;Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta 
: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 105 

7 Mardani, Penyalagunaan Narkotikadalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 . Hlm 6 

8 Sulastiana, Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika, Rayyana Komunikasindo, 
jakarta, 2021. Hlm.21. 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/


PERAN JAKSA DALAM MENGIMBANGI BANDING TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN 
NARKOTIKA (Studi Putusan : No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp) 
Dea Aprillalita, Muhammad Hatta, Elidar Sari 

Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025 

 

 

 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/  

 

proses penuntutan yang dilakukan jaksa benar-benar secara sah dan memenuhi 

rasa  keadilan.9 

Dalam perkara narkotika No. 198/Pid.Sus/2020/PN Ksp, terdakwa 

Muhammad Arsyad dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun berdasarkan 

dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut pidana selama 10 

(sepuluh) tahun. Tidak menerima putusan tersebut, terdakwa mengajukan upaya 

hukum banding. Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka mempertahankan putusan 

berat, mengajukan kontra memori banding yang memuat argumentasi tentang 

peranan aktif terdakwa dalam peredaran narkotika. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi 

Aceh dalam putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PT BNA, justru mengubah hukuman 

terdakwa menjadi 2 (dua) tahun penjara dengan pertimbangan bahwa terdakwa 

merupakan pengguna aktif dan bukan pengedar utama.  

Kasus serupa terjadi dalam perkara No. 210/Pid.Sus/2019/PN Ksp, di mana 

terdakwa Sofyan Hajar awalnya dijatuhi pidana 8 (delapan) tahun penjara di tingkat 

pertama. Setelah terdakwa mengajukan banding, Pengadilan Tinggi memutuskan 

untuk mengubah hukuman menjadi 1 (satu) tahun penjara dengan alasan adanya 

kekeliruan dalam penerapan hukum dan memperhitungkan faktor usia serta 

ketergantungan terdakwa terhadap narkotika. Dalam perkara ini, jaksa juga telah 

mengajukan kontra memori banding, namun pertimbangan rehabilitatif dari majelis 

hakim banding lebih mendominasi dalam amar putusan. 

   Perbandingan kedua perkara tersebut, terlihat bahwa meskipun jaksa telah 

berupaya mempertahankan beratnya putusan melalui kontra memori banding, 

namun di tingkat banding, hukuman terdakwa justru diringankan secara signifikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, peran jaksa dalam mengimbangi 

upaya banding terdakwa menghadapi tantangan besar, terutama apabila majelis 

hakim banding menilai faktor-faktor meringankan terdakwa lebih menonjol 

daripada pemberatannya. 

                                                             

9 Hermoko Feriyanto, Pertimbangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum banding 
terhadap putusan pemidanaan yang dituntut rehabilitas, 2023, hlm. 421 
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Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 

12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp., tertanggal 3 April 2024 An. Para Terdakwa Maulidin 

Alias Lidin Bin Zailani.  Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 

12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp., tertanggal 3 April 2024, menjatuhkan hukuman pidana 

penjara kepada para terdakwa selama 7 Tahun 6 Bulan  dikarenakan telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, 

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1  bukan tanaman” sebagaimana 

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum (Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) huruf 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). 

Berdasarkan Undang – Undang yang berlaku diancam dengan hukuman maksimal 

16 Tahun penjara. Dengan mengajukan banding memberikan potensi untuk 

memperingankan hukuman yang diterima, meskipun hal tersebut akan tergantung 

pada pertimbangan hukum dan argumen yang diajukan dalam proses tersebut. 

Peran jaksa penuntut umum dalam penuntutan banding terhadap terdakwa 

yang mengajukan banding sangatlah penting untuk memepertahankan keadilan dan 

keseimbangan hukum.10 Menanggapi hal tersebut, jaksa penuntut umum menyusun 

kontra memori banding yang berisi argumentasi hukum untuk mempertahankan 

putusan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 

51/Pid.Sus/2024/PT BNA memperberat hukuman menjadi 8 (delapan) tahun 

penjara serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 

(enam) bulan kurungan. Fakta ini menunjukkan bahwa peran jaksa dalam 

menyusun kontra memori banding memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan 

akhir di tingkat banding dan menjadi alasan penting untuk dikaji dalam penelitian. 

No. Penulis 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Terdahulu 

Fokus Temuan Utama Keterbatasan/ Gap 

Peneliutian 

Terdahulu 

Rencana 

Penelitian Baru 

Kebaruan 

(Novely) yang 

ditawarkan 

                                                             

10 M. Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, 
hal 17 
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1. Hermoko 

Febriyanto, 

202311 

Pertimbangan 

Jaksa Dalam 

Mengajukan 

Upaya Hukum 

Banding 

Terhadap 

Putusan 

Pemidanaan 

Yang Dituntut 

Rehabilitasi 

(Studi Putusan 

Pengadilan 

Negeri Sei 

Rampah) 

Menganalisis 

pertimbangan hukum 

jaksa dalam 

mengajukan banding 

dalam perkara 

narkotika yang 

dituntut rehabilitasi 

dan pentingnya 

persepsi yang sama 

antar aparat penegak 

hukum untuk 

membedakan 

pengedar dengan 

penyalah guna.  

Tidak membahas 

strategi kontra 

memori banding 

maupun 

pengaruhnya 

terhadap hasil 

banding. 

Menganalisis 

lebih spesifik 

penyusunan 

kontra memori 

banding oleh 

jaksa pada 

perkara 

narkotika. 

Mengkaji secara 

mendalam 

pengaruh kontra 

memori jaksa 

terhadap putusan 

banding. 

2. Hotman 

Sirorus, 

202112 

Kajian 

Keputusan bebas 

terhadap 

terdakwa pelaku 

tindak pidana 

narkotika ( studi 

di pengadilan 

tinggi DKI 

Jakarta) 

Menganalisis alas an-

alasan hakim dalam 

membebaskan 

terdakwa narkotika 

ditingkat banding 

dan ditemukan 

bahwa diskresi hakim 

menjadi faktor 

dominan dalam 

menjatuhkan 

putusan bebas. 

Tidak mengkaji 

strategi jaksa, 

terutama dalam 

penyusunan 

kontra memori 

banding. 

Mengkaji peran 

dan strategi 

jaksa dalam 

Menyusun 

kontra memori 

banding untuk 

memprngaruhi 

pertimbangan 

hakim. 

Fokus pada 

strategi jaksa 

dalam menyusun 

kontra memori 

banding untuk 

mengimbangi 

Upaya banding. 

                                                             

11 Hermoko Feriyanto, Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum 
Banding terhadap Putusan Pemidanaan yang Dituntut Rehabilitasi (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Sei Rampah). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara, 2023 

12 Hotman Sitorus, Kajian Putusan Bebas terhadap Terdakwa Pelaku Tindak 
Pidana Narkotika (Studi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta). Skripsi. Fakultas Hukum, 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021   
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3.  Remma 

Anggiyanto

, 201413 

Analisis yuridis 

Upaya hukum 

banding 

penuntut umum 

atas tindak 

pidana 

penyalahgunaan 

narotika dan 

obat terlarang 

(Putusan 

N0165/Pid/201

2/PT.Mdn). 

Keberhasilan jaksa 

dalam mengajukan 

banding dan 

bagaimana hakim 

mempertimbangkan 

bukti baru ditingkat 

banding. 

Tidak Membahas 

scara rinci isi dan 

strategi dalam 

kontra memori 

banding. 

Menganalisis 

efektivitas dan 

strategi jaksa 

dalam 

Menyusun 

kontra memori 

banding 

narkotika 

Menyoroti 

dampak konket 

dari kontra 

memori jaksa 

terhadap 

keputusan hakim 

ditingkat banding. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis 

normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem 

norma yang mencakup asas-asas, aturan, dan doktrin hukum. Penelitian ini bersifat 

kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh data deskriptif melalui kajian pustaka, 

tanpa menggunakan data numerik atau statistik.14 Sifat penelitiannya adalah 

deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang 

ada dan kemudian menganalisisnya secara kritis guna memperoleh kesimpulan 

terhadap isu hukum yang dikaji, yaitu mengenai peran jaksa dalam mengimbangi 

banding terdakwa terhadap putusan pemidanaan narkotika. 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Putusan Pengadilan Negeri Kuala 

Simpang Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda 

                                                             

13 Remma Anggiyanto, Analisis Yuridis Upaya Hukum Banding Penuntut Umum 
atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Putusan No. 
165/Pid/2012/PT.Mdn). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera 
Utara, 2014. 

14 Djulaeka dan Devi Rahayu, Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media 
Pustaka, 2020, hlm. 20 
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Aceh Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT BNA. Selain itu, digunakan juga bahan hukum 

sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang 

relevan dengan topik. Dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan bahan hukum 

dilakukan melalui studi pustaka (library research), yakni dengan menelaah literatur 

dan dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan 

pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum untuk 

diterapkan pada peristiwa konkret yang menjadi objek penelitian. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peran Jaksa dalam Mengimbangi Banding Terdakwa terhadap Putusan 

Pemidanaan Narkotika No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp 

Peran adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa 

atau kegiatan tertentu; bagian utama yang dimainkan. Jaksa adalah  Pejabat yang 

bertugas mendakwa dan menuntut perkara pidana serta melaksanakan putusan 

pengadilan.  Dengan demikian, peran jaksa dapat dimaknai sebagai fungsi atau tugas 

yang dijalankan oleh jaksa dalam proses peradilan pidana, mulai dari penuntutan 

hingga pelaksanaan putusan. Dalam konteks perkara narkotika, peran tersebut juga 

meliputi penyusunan memori banding maupun kontra memori banding dalam 

menghadapi upaya hukum dari terdakwa guna memastikan keseimbangan hukum 

dan keadilan tetap terjaga. Peran jaksa dalam menghadapi banding yang diajukan 

oleh terdakwa sangat penting demi menjaga konsistensi dan integritas sistem 

hukum. Dalam konteks perkara narkotika, jaksa memiliki tanggung jawab untuk 

mempertahankan putusan yang telah dijatuhkan apabila dinilai telah sesuai hukum 

dan fakta persidangan. 

Ketika terdakwa mengajukan banding, jaksa dituntut menyusun kontra 

memori banding yang sistematis dan berbasis pada alat bukti, yurisprudensi, serta 

norma hukum yang berlaku. Kontra memori ini menjadi alat utama jaksa untuk 

mengimbangi argumen pembelaan dari pihak terdakwa. Pedoman Jaksa Agung RI 

No. 24 Tahun 2021 secara eksplisit mengatur bahwa jaksa wajib mengajukan 

banding apabila terdakwa banding, dengan memuat dasar hukum dan 

pertimbangan faktual dalam kontra memori. Contoh penerapan peran ini dapat 
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dilihat dalam Putusan No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp. Dalam kasus tersebut, 

terdakwa Maulidin dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara atas pelanggaran 

Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Saat terdakwa mengajukan banding, jaksa menyusun kontra memori 

yang menegaskan: Peran aktif terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I, 

Bukti-bukti persidangan menunjukkan niat untuk menyebarluaskan narkotika dan  

Ancaman bahaya terhadap masyarakat sebagai dampak dari perbuatannya.Jaksa 

telah menjalankan peran aktif dalam merespon upaya banding terdakwa. Terdakwa 

Maulidin dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang 

karena terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 

Narkotika. Jaksa sebelumnya menuntut pidana 9 tahun, namun tidak mengajukan 

banding. Ketika terdakwa mengajukan banding, jaksa menyusun kontra memori 

banding sebagai bentuk penyeimbang.  

Dalam kontra memori tersebut, jaksa menyatakan bahwa Terdakwa memiliki 

peran aktif dalam menyimpan dan menguasai narkotika, Barang bukti yang 

ditemukan cukup banyak dan berpotensi diedarkan dan Tindakan terdakwa 

membahayakan generasi muda dan melanggar norma hukum yang berlaku. 

Perkara No. 12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp yang melibatkan terdakwa Maulidin 

bin Zailani merupakan salah satu kasus tindak pidana narkotika yang 

mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan 

narkotika. Berdasarkan dakwaan tunggal, terdakwa terbukti melakukan tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di tingkat pertama, Pengadilan 

Negeri Kualasimpang menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan kepada 

terdakwa. Namun, terdakwa mengajukan upaya hukum banding, yang kemudian 

disikapi oleh jaksa dengan menyusun kontra memori banding. Peran aktif jaksa 
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dalam menanggapi banding menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini karena 

berhasil memengaruhi perubahan putusan di tingkat banding.15 

Kontra memori yang disusun oleh jaksa dalam perkara ini memuat 

argumentasi hukum yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang 

dan menolak seluruh dalil pembelaan terdakwa. Kontra memori ini didasarkan pada 

Keterangan saksi dan ahli di persidangan, Barang bukti narkotika golongan I, dan 

Peran aktif terdakwa dalam peredaran narkotika. 

Kontra memori yang disampaikan jaksa tidak hanya menjaga keberimbangan 

dalam proses peradilan, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan prinsip equality 

of arms. Prinsip ini dijamin dalam asas fair trial yang merupakan bagian dari 

perlindungan hak asasi terdakwa dan jaksa dalam memperoleh keadilan. 

Berdasarkan fakta bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh meningkatkan 

hukuman menjadi 8 tahun penjara dan menambahkan pidana denda sebesar 

Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, maka dapat disimpulkan bahwa 

kontra memori jaksa memiliki pengaruh langsung terhadap putusan hakim di 

tingkat banding. Hal ini membuktikan bahwa jaksa tidak hanya menjadi penuntut, 

melainkan juga pengendali jalannya proses hukum. Dalam perkara No. 

12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp, terdakwa Maulidin bin Zailani mengajukan upaya hukum 

banding setelah divonis oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan pidana 

penjara selama 7 tahun 6 bulan. Banding tersebut diajukan dengan dalih bahwa 

putusan terlalu berat dan tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan. 

Menanggapi upaya hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menunjukkan peran 

aktifnya dengan menyusun kontra memori banding yang berisi tanggapan hukum 

terhadap seluruh dalil dalam memori banding terdakwa. Dalam konteks ini, jaksa 

tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memainkan peran strategis 

dalam menjaga konsistensi putusan hukum dan mempertahankan rasa keadilan 

yang telah dijatuhkan pada tingkat pertama. 

                                                             

15 Hilmy Fadhilah Bisowarno & Kristiyadi, Pengajuan Banding Penuntut Umum 
Terhadap Ketidaksesuaian Tuntutan Dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa 
Sawit (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT.MDN) 
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Kontra memori banding jaksa menegaskan bahwa terdakwa terbukti 

melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika secara sah dan meyakinkan. Barang bukti berupa sabu-sabu 

yang disita dari terdakwa melebihi lima gram, dan hal ini menunjukkan bahwa 

terdakwa bukan sekadar pengguna, melainkan telah masuk dalam kategori sebagai 

pengedar. Jaksa membantah klaim terdakwa bahwa ia hanya menjadi korban atau 

diperalat oleh pihak lain, dengan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui secara 

sadar keterlibatannya dalam peredaran narkotika dan menguasai barang bukti 

secara langsung. Dalam kontra memori tersebut, jaksa juga mengutip ketentuan 

Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar 

kewenangan untuk menyampaikan tanggapan hukum terhadap banding terdakwa. 

Jaksa dalam kontra memorinya menekankan pentingnya hukuman yang 

setimpal sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan sebagai bagian dari upaya 

pemberantasan narkotika yang telah menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary 

crime). Oleh karena itu, dalam kontra memorinya, jaksa tidak hanya meminta agar 

putusan Pengadilan Negeri dipertahankan, tetapi juga memohon agar hukuman 

terhadap terdakwa diperberat. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa tidak pasif dalam 

menghadapi upaya hukum terdakwa, melainkan secara aktif mengajukan 

argumentasi hukum yang logis, terstruktur, dan didukung oleh fakta serta bukti 

hukum yang valid. Peran jaksa dalam konteks ini menjadi sangat krusial karena tidak 

hanya berkaitan dengan posisi hukum negara dalam menegakkan aturan, tetapi juga 

dalam menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan. 

B. Dampak Banding yang Dilakukan oleh Jaksa terhadap Keputusan Akhir 

Pemidanaan Narkotika No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp 

Hasil dari banding menunjukkan bahwa peran jaksa melalui kontra memori 

banding memiliki pengaruh nyata terhadap putusan akhir di tingkat banding. 

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, setelah mempertimbangkan seluruh memori dan 

kontra memori yang diajukan, memutuskan untuk memperberat hukuman 

terdakwa dari pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan menjadi 8 tahun penjara. 

Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 
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subsidair 6 bulan kurungan. Putusan ini mencerminkan bahwa majelis hakim 

tingkat banding menilai argumentasi jaksa lebih kuat dan relevan dibandingkan 

dengan pembelaan terdakwa. 

Keputusan majelis hakim menunjukkan bahwa upaya banding yang diajukan 

oleh terdakwa tidak berhasil mengubah arah putusan ke arah keringanan, 

melainkan justru mendorong peningkatan pidana. Ini sekaligus menegaskan bahwa 

kontra memori jaksa bukan hanya formalitas prosedural, tetapi memiliki peran yang 

signifikan dalam membentuk keyakinan majelis hakim. Dalam kasus ini, jaksa 

berhasil mengarahkan pembahasan hukum ke aspek substansial dari kejahatan 

narkotika, yaitu dampak sosialnya, beratnya peran terdakwa, serta potensi ancaman 

terhadap masyarakat luas. 

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara yuridis bagaimana peran 

jaksa dalam menyusun kontra memori banding dapat mempengaruhi hasil putusan 

di tingkat banding. Dari data yang ditemukan, terbukti bahwa keberhasilan jaksa 

dalam menyusun kontra memori yang kuat, logis, dan didukung fakta persidangan 

dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah putusan akan tetap, 

diringankan, atau bahkan diperberat. Fokus tersebut membedakan penelitian ini 

dari penelitian lain yang hanya menggambarkan prosedur banding tanpa 

mengevaluasi isi dan dampak dari kontra memori itu sendiri. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki fungsi strategis dalam 

menjaga integritas sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara narkotika 

yang memiliki dimensi sosial dan hukum yang kompleks. Kontra memori banding 

yang disusun dengan baik dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan 

substantif, memberikan efek jera, serta menjaga stabilitas hukum di tengah 

masyarakat. Oleh karena itu, peran jaksa dalam konteks banding harus dipahami 

tidak hanya sebagai pihak yang menanggapi, tetapi sebagai aktor hukum yang dapat 

menentukan arah akhir dari proses hukum tersebut.Upaya hukum banding dalam 

sistem peradilan merupakan bentuk kontrol terhadap kemungkinan kesalahan 

dalam menjatuhkan putusan di tingkat pertama. Dalam perkara ini, banding 

terdakwa berdampak pada pengurangan hukuman, meskipun jaksa telah 
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memberikan kontra memori. Dampak dari banding terdakwa yang diimbangi oleh 

jaksa menunjukkan dua sisi: 

1. Yuridis: Kontra memori banding jaksa memperlihatkan bahwa jaksa menjalankan 

kewajibannya untuk menjaga keseimbangan hukum, namun putusan banding tidak 

sepenuhnya mempertahankan tuntutan jaksa. 

2. Praktis: Putusan banding yang mengurangi hukuman terdakwa mencerminkan 

kecenderungan pengadilan untuk memberi peluang rehabilitasi bagi pengguna 

narkotika, terutama yang tidak terbukti sebagai pengedar besar. 

Fenomena ini memunculkan diskusi tentang efektivitas kontra memori jaksa. Dalam 

konteks perkara ini, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan jaksa, keberadaan 

kontra memori menjadi syarat formil dan substantif penting dalam menjaga 

integritas sistem peradilan pidana. 

Dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2024/PN Ksp, terdakwa Maulidin bin Zailani 

dijatuhi hukuman pidana berupa 6 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 

subsidair 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Kualasimpang karena terbukti 

melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa 

kemudian mengajukan upaya hukum banding, dengan tujuan untuk meringankan 

atau mengubah isi putusan. 

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, dalam kontra memori bandingnya, 

memilih untuk mempertahankan isi putusan tingkat pertama. Jaksa berpendapat 

bahwa pemidanaan yang dijatuhkan sudah mencerminkan rasa keadilan, karena 

didasarkan pada fakta-fakta persidangan, barang bukti, dan peran aktif terdakwa 

dalam peredaran narkotika. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum maupun 

keadilan yang cukup kuat untuk mengubah putusan tersebut di tingkat banding. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), dalam proses banding, pengadilan tinggi memiliki wewenang 

untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri. 

Dalam proses peradilan pidana, asas keadilan tidak hanya dilihat dari sisi terdakwa, 

tetapi juga dari perspektif perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana 

berbahaya, seperti narkotika. Banding adalah hak hukum untuk memperbaiki 

kesalahan, tetapi tidak boleh dijadikan alat untuk menghindar dari tanggung jawab 
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pidana yang telah diputuskan secara sah dan adil. Selain itu, dalam konteks hukum 

progresif, mempertahankan putusan yang adil dan proporsional juga merupakan 

bagian dari penegakan hukum yang humanis namun tetap berpihak pada korban 

potensial, yaitu masyarakat. 

Jaksa dalam perkara ini bertindak sesuai fungsinya untuk menjaga 

keberlanjutan hukum dan keadilan substantif, dengan tetap mempertahankan isi 

putusan yang telah diambil berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis yang 

sah.16 Upaya ini juga sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas perlindungan 

masyarakat dalam hukum pidana Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses 

banding bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa 

keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama untuk mendapatkan 

pemeriksaan ulang secara menyeluruh, baik terhadap fakta maupun aspek yuridis 

dari perkara tersebut. Dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2024/PN Ksp, upaya hukum 

banding diajukan oleh terdakwa, sementara Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 

kontra memori banding sebagai respons terhadap dalil-dalil pembelaan terdakwa.  

Kontra memori banding dari jaksa memiliki fungsi yang sangat strategis 

dalam memengaruhi keyakinan hakim pengadilan tinggi. Dalam hal ini, jaksa 

menyusun argumentasi berdasarkan fakta hukum, alat bukti, serta landasan 

normatif yang mendukung bahwa pidana 6 tahun penjara dan denda 

Rp1.000.000.000,00 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kualasimpang telah 

sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP, hakim memutus berdasarkan 

keyakinannya yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, tetapi dalam tingkat 

banding, keyakinan tersebut dapat diperbarui berdasarkan dokumen banding dan 

kontra banding. Za q 

Penyusunan kontra memori yang kuat dan sistematis oleh jaksa berpotensi 

besar memengaruhi pandangan hakim banding, terutama jika disertai dengan 

analisis yuridis yang meyakinkan dan sesuai dengan asas keadilan serta kepastian 

                                                             

16 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 87 
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hukum. Dalam hukum, keyakinan hakim bukan bersifat subjektif semata, tetapi 

harus didasarkan pada argumentasi logis, bukti hukum, serta pertimbangan moral 

dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.17  Oleh karena itu, jaksa tidak hanya 

mengulang fakta yang telah diputus di tingkat pertama, melainkan menekankan 

kembali urgensi perlindungan masyarakat dari peredaran narkotika, serta 

konsistensi penerapan hukum pidana dalam perkara serupa. Argumentasi ini 

bertujuan membentuk kerangka pikir hakim agar tetap konsisten dalam 

memberikan putusan yang adil dan proporsional.  

Dari sisi teori, hal ini juga sejalan dengan konsep diskresi yudisial terbimbing 

guided judicial discretion, di mana hakim tetap memiliki kebebasan menilai, namun 

dibatasi oleh hukum, asas keadilan, serta pertimbangan normatif dan moral yang 

berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, kontra memori banding oleh 

jaksa dalam perkara ini bukan hanya bentuk perlawanan terhadap upaya 

meringankan hukuman, tetapi juga merupakan strategi hukum yang sah untuk 

memengaruhi keyakinan hakim di tingkat banding agar tetap menjatuhkan pidana 

yang sesuai dengan bobot kesalahan dan dampak sosial perbuatan terdakwa. 

Kontra Memori Banding Jaksa sebagai Alat Kontrol terhadap Potensi 

Keringanan yang Tidak Proporsional dalam Putusan No. 12/Pid.Sus/2024/PN Ksp 

Dalam sistem peradilan pidana, upaya banding yang diajukan oleh terdakwa sering 

kali didasarkan pada harapan untuk memperoleh keringanan pidana. Namun, perlu 

diingat bahwa banding tidak secara otomatis mengarah pada pengurangan 

hukuman. Dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2024/PN Ksp, Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan kontra memori banding sebagai bentuk kontrol hukum atas 

kemungkinan terjadinya keringanan pidana yang tidak seimbang dengan fakta 

hukum dan rasa keadilan.  

Hakim pertama sering menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan jaksa, 

sehingga memerlukan kontra memori banding untuk mempertahankan kekuatan 

normatif tuntutan asal jaksa. Artinya, justru dalam sistem peradilan narkotika, 

                                                             

17 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: 
Liberty, 2009), hlm. 75 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/


PERAN JAKSA DALAM MENGIMBANGI BANDING TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN 
NARKOTIKA (Studi Putusan : No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp) 
Dea Aprillalita, Muhammad Hatta, Elidar Sari 

Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025 

 

 

 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/  

 

peran aktor hukum (jaksa, polisi, hakim) sebagai bagian dari sistem hukum nasional 

harus saling menguatkan, bukan melemahkan.18 Kehadiran kontra memori banding 

dalam praktik peradilan merupakan sarana yuridis penting bagi jaksa untuk 

menyampaikan alasan-alasan mengapa putusan tingkat pertama patut 

dipertahankan. Dalam kasus ini, jaksa menekankan bahwa barang bukti berupa sabu 

lebih dari 5 gram menunjukkan keterlibatan aktif terdakwa sebagai pengedar, bukan 

sekadar pengguna. Sehingga, pidana berat dinilai sudah proporsional dengan 

tingkat kesalahan dan dampak kejahatan terhadap masyarakat. Kondisi ini 

memperkuat urgensi bagi jaksa untuk menyiapkan kontra memori banding dengan 

argumentasi yang komprehensif, agar pertimbangan hakim di tingkat banding tetap 

berlandaskan pada norma dan fakta yang telah dikedepankan oleh jaksa.19 

Menurut Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung, salah satu asas penting dalam proses peradilan adalah proporsionalitas 

antara kesalahan dan pidana. Oleh karena itu, setiap pengurangan pidana di tingkat 

banding harus dibenarkan secara hukum dan logis. Tanpa adanya kontra memori 

banding dari jaksa, majelis hakim berpotensi hanya mempertimbangkan dalil 

sepihak dari terdakwa. Tugas penuntut umum tidak hanya menuntut pidana, tetapi 

juga mengawal agar pemidanaan mencerminkan rasa keadilan dan tidak 

mengandung penyimpangan yang merugikan kepentingan umum.20  Kontra memori 

banding juga memperkuat posisi hukum jaksa sebagai penjaga keseimbangan antara 

hak terdakwa dan kepentingan publik.  

Alasan keberatan secara argumentatif terhadap banding terdakwa, jaksa 

menjalankan fungsi kontrol terhadap potensi reduksi hukuman yang tidak 

                                                             

18 Muslim Arju Simatupang, Harun Harun & Zainal Abidin, “Peran Kepolisian 
Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 8 No. 1 
(Januari 2025). (turn0search6 – abstract section) 

19 Raudah Muliana Sari Siregar, Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Di Bawah Tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 
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mencerminkan nilai keadilan dan efek jera. Dalam konteks ini, kontra memori 

banding menjadi semacam alat kontrol vertikal internal dalam sistem peradilan 

pidana, yakni dari pihak eksekutif (penuntut umum) terhadap keputusan lembaga 

yudikatif, tanpa mencampuri independensi hakim. Ini menunjukkan bahwa sistem 

peradilan kita tidak hanya menjamin hak terdakwa, tetapi juga menjamin 

masyarakat terhadap keputusan yang tidak proporsional.  

Kontra memori banding jaksa dalam perkara ini berperan penting tidak 

hanya sebagai respons terhadap permohonan banding, tetapi juga sebagai 

instrumen hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau keringanan 

hukuman yang tidak sesuai dengan asas keadilan, proporsionalitas, dan 

perlindungan masyarakat.  

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 12/Pid.Sus/2024/PT.Bna memperkuat 

dan memperberat putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang. Amar putusan 

menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 

pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak 

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 

Beberapa pasal yang menjadi dasar dalam putusan ini antara lain: 

1. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009: memiliki narkotika 

golongan I dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda 

maksimal Rp8.000.000.000,00. 

2. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009: percobaan atau 

permufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidana yang direncanakan. 

3.  Pasal 197 dan Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: dasar formil 

bagi kewenangan pengajuan banding. 

Dalam perkara ini, terdakwa mengajukan banding, dan putusan justru 

diperberat. Hal ini sah secara hukum karena jaksa turut mengajukan kontra memori. 

Menurut doktrin hukum pidana acara, prinsip non reformatio in peius (tidak boleh 

menjatuhkan putusan lebih berat bila hanya terdakwa yang banding) tidak berlaku 

apabila jaksa juga mengajukan banding atau kontra memori. Menurut teori tujuan 

pemidanaan, khususnya teori campuran, pidana harus mencerminkan fungsi 

perlindungan, pembalasan, dan perbaikan sosial. Dalam konteks ini, hakim 
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mempertimbangkan aspek punitif (hukuman), preventif (pencegahan), dan edukatif 

(pembelajaran hukum). Pemidanaan terhadap pelaku narkotika harus 

memperhatikan: Tingkat keterlibatan, Dampak terhadap masyarakat, Potensi 

residivisme dan Perlunya pembinaan melalui pidana yang proporsional. 

Putusan banding dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp yang 

memperberat hukuman terdakwa merupakan bentuk koreksi terhadap putusan 

yang dinilai belum mencerminkan keadilan. Jaksa berhasil menggunakan hak 

hukumnya secara optimal melalui kontra memori banding untuk menjaga integritas 

hukum dan mencegah penyalahgunaan hak banding oleh terdakwa. Langkah ini 

sejalan dengan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang menempatkan jaksa 

sebagai penyeimbang kekuasaan dalam proses hukum. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran jaksa dalam 

mengimbangi banding terdakwa perkara narkotika sangat strategis melalui 

penyusunan kontra memori banding yang terstruktur dan berbasis pada fakta serta 

hukum yang berlaku. Kontra memori yang disusun jaksa menjadi instrumen penting 

dalam mempengaruhi putusan di tingkat banding agar tetap mencerminkan 

keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, penyusunan kontra memori banding oleh 

jaksa berfungsi sebagai kontrol terhadap upaya hukum terdakwa yang seringkali 

bertujuan untuk memperoleh keringanan hukuman. Melalui kontra memori, jaksa 

memastikan bahwa upaya hukum banding tidak disalahgunakan dan tetap berada 

dalam koridor penegakan hukum yang berkeadilan. 
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